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TENTANG 
Penilaian Deklarasi Hutan (Forest Declaration Assessment) adalah proses 
berkelanjutan dan kolaboratif yang dicapai secara kolektif oleh organisasi 
masyarakat sipil dan peneliti, yang dikenal sebagai Mitra Penilai Deklarasi 
Hutan. Sebelumnya Penilaian Kemajuan NYDF, Penilaian Deklarasi Hutan 
sejak 2015 menerbitkan pembaruan tahunan tentang kemajuan menuju 
tujuan hutan global. Semua temuan penilaian menjalani proses peer review 
ketat yang dilakukan oleh para ahli di seluruh dunia. Untuk mempelajari 
lebih lanjut tentang Penilaian Deklarasi Hutan, silakan kunjungi  

TENTANG RINGKASAN UNTUK PEMBUAT 
KEBIJAKAN 
Ringkasan untuk Pembuat Kebijakan memberikan gambaran umum 
temuan utama dari Penilaian Deklarasi Hutan 2024 dan wawasan tambahan 
tentang produksi & pembangunan berkelanjutan, keuangan hutan, serta hak 
& tata kelola hutan. Ringkasan ini juga memberikan rekomendasi tingkat 
tinggi untuk membantu mendorong tindakan yang bermakna dan 
dipercepat terkait perlindungan, konservasi, dan restorasi hutan. 

Untuk analisis yang lebih mendalam tentang kemajuan menuju tujuan 
hutan 2030, lihat laporan Penilaian Deklarasi Hutan 2024 selengkapnya, 
"Forests under fire: Tracking progress on 2030 forest goals."  

KUTIPAN 
Silakan menggunakan kutipan berikut: 

Forest Declaration Assessment Partners. (2024). Ringkasan untuk 
pembuat kebijakan: 2024 Penilaian Deklarasi Hutan. Climate Focus 
(koordinator dan editor). Accessible at www.forestdeclaration.org.  

Laporan ini milik domain publik. Pengguna dipersilakan untuk mengunduh, 
menyimpan, atau mendistribusikan laporan ini secara elektronik atau pun 
dengan format lain. Salinan digital laporan ini, bersama dengan penilaian 
kemajuan sebelumnya, tersedia di www.forestdeclaration.org. 
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1. Pendahuluan
Hutan sangat diperlukan: hutan memberikan nafkah bagi lebih dari satu 
miliar manusia, menaungi 80 persen spesies hewan dan tumbuhan 
terestrial, dan tidak tergantikan untuk menstabilkan iklim global dengan 
membantu membatasi pemanasan global sampai 1,5°C seperti yang 
diuraikan dalam Perjanjian Paris. Hutan bersifat sentral dalam menangani 
krisis iklim, biodiversitas, dan alam yang saling berkaitan, tetapi hutan terus 
dihancurkan pada kelajuan yang mencemaskan – mengancam kesehatan 
bumi dan kesejahteraan generasi masa depan. 

Komitmen global seperti Deklarasi Hutan New York (New York Declaration 
on Forests) (2014), dan Global Stocktake UNFCC Pertama (2023) telah 
diadopsi oleh hampir semua negara, ratusan perusahaan, organisasi 
masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat adat. Berbagai ikrar tersebut 
telah menetapkan maksud bersama untuk menghentikan dan membalikkan 
deforestasi dan degradasi hutan dan ekosistem paling lambat 2030. Namun, 
dalam satu pertiga dasawarsa yang kritis ini, target deforestasi, degradasi, 
dan restorasi tampaknya makin di luar jangkauan. 

Pendorong deforestasi berakar dalam model produksi dan konsumsi yang 
tidak berkelanjutan. Permintaan global terhadap komoditas seperti produk 
agrikultur, bahan bakar fosil, mineral dan bahkan alternatif berkelanjutan – 
seperti energi yang dapat diperbarui – terus mengintensifkan tekanan pada 
ekosistem hutan. Bahkan ketika permintaan bergeser di antara berbagai 
kawasan dan komoditas, pendorong lain muncul atau makin intensif, 
menciptakan serangkaian tantangan kompleks yang memperparah 
deforestasi dan degradasi hutan. 

Dampak berbahaya produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan 
memengaruhi terutamanya kelompok yang paling rentan dan 
terpinggirkan. Masyarakat adat dan komunitas lokal menghadapi kekerasan 
akibat konflik penggunaan lahan dan tanah mereka sering dirampas. Mereka 
mengalami akibat negatif dalam hal kesehatan dan nafkah karena 
gangguan dan degradasi ekosistem, pada pihak lain mereka hampir tidak 
mendapatkan manfaat dari proyek produksi dan pembangunan yang 
menyebabkan bahaya ini. Negara berkembang dan kaya hutan umumnya 
menanggung beban memenuhi permintaan global – baik domestik maupun 

internasional – dengan volume produk berisiko hutan yang makin lama 
makin besar seraya menghadapi seruan yang makin sering untuk mengatasi 
krisis degradasi hutan dan deforestasi.  

Tidak ada solusi tunggal untuk melindungi dan memulihkan hutan, tetapi 
keragaman usaha yang ada memberikan harapan. Setiap usaha—baik 
tindakan dari sisi permintaan, standar keberlanjutan, atau mekanisme 
finansial—memiliki keberhasilan dan keterbatasannya masing-masing. 
Ketika diterapkan secara terpadu bersama pendanaan yang memadai dan 
kehendak politik, berbagai kebijakan sering terbukti efektif. Meskipun 
kemajuan tidak selalu linier dan tidak pernah sederhana, berbagai tren baru-
baru ini di beberapa negara hutan terbesar seperti Brasil dan Indonesia 
memperlihatkan bahwa hal itu memang mungkin terjadi.  

Sementara itu, transisi politik menghadirkan baik risiko maupun 
kesempatan bagi konservasi hutan: kepemimpinan yang kuat dapat 
menghasilkan kemajuan yang cepat, sebagaimana yang terlihat baru-baru 
ini di Brasil, sementara pergeseran dalam prioritas dan kehendak politik 
dapat membalikkan perolehan dengan mudah. Memanfaatkan momen 
perubahan politik untuk membangun momentum dan konsensus dapat 
mengangkat hutan pada agenda politik. Sangat penting untuk tetap 
waspada supaya perubahan angin politik tidak mengobarkan kehancuran 
hutan. 
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2.  Temuan kunci 
2.1 Kemajuan menuju tujuan-tujuan 
hutan yang menyeluruh 

Pada 2023, hutan tetap berada di bawah tekanan masif yang 
mengancam iklim dunia, biodiversitas, dan tujuan hutan.  

Dunia tetap berada di luar jalur untuk mencapai tujuan menghentikan dan 

membalikkan deforestasi dan degradasi paling lambat 2030. Secara global, 6,37 

juta hektare hutan hilang secara permanen pada 2023 (Gambar 1). Berbagai target 

deforestasi regionala tidak tercapai di hampir semua kawasan tropis (Gambar 2). 

Asia tropis hampir memenuhi target interimnya pada 2022, tetapi pada 2023 

deforestasi di kawasan tersebut melonjak lagi menjadi 1,83 juta hektare. Tingkat 

kemajuan untuk menghapus deforestasi di kawasan beriklim sedang (temperate) 

dan taiga (boreal) dunia bervariasi pada 2023 – tetapi setiap kawasan berada di luar 

jalur untuk memenuhi target 2030 mereka. Di luar wilayah tropis, Amerika Utara 

dan Amerika Latin beriklim memiliki tingkat mutlak deforestasi terbesar. Afrika 

beriklim mengalami kenaikan deforestasi hampir enam kali lipat dari level nilai 

awal 2018-2020.  Emisi bruto dari deforestasi, yang berasal dari hilangnya tutupan 

pohon (tree cover loss), setara dengan 3,8 miliar metrik ton karbon dioksida secara 

total. 

Hutan primer adalah ekosistem hutan paling kritis yang perlu dilindungi – tetapi 
hutan-hutan ini dihancurkan dengan kelajuan yang mengejutkan tahun lalu. 
Hilangnya karbon yang disimpan di dalam hutan primer tidak dapat dibalikkan 
dalam skala waktu yang relevan, demikian juga biodiversitas yang dinaungi oleh 
hutan-hutan tersebut. Ratusan atau bahkan ribuan tahun diperlukan untuk  

 

a Penilaian Deklarasi Hutan mengindikasikan apakah dunia, kawasan, atau negara individual berada “di dalam 

jalur” atau “di luar jalur” menuju tujuan hutan 2030 dengan menggunakan data tahunan paling mutakhir yang 

terdiri atas beragam indikator dan membandingkan nilai-nilai tersebut dengan periode data awal 2018-2020 

dan target yang berkaitan untuk tahun yang sama. Dunia, kawasan, atau negara individual dianggap “di luar 

jalur” untuk sebuah indikator jika gagal mencapai target 2023-nya untuk indikator tersebut. Kami menyatakan 

tingkat sejauh mana wilayah geografi tertentu “di luar jalur” terhadap targetnya lewat persentase, yang 

mengindikasikan seberapa jauh wilayah geografi tersebut menyimpang dari target 2023-nya. 

Metrik kunci deforestasi global dalam jutaan hektare (Mha) 
Kawasan Nilai awal 

deforestasi (Mha) 
Target 

deforestasi untuk 
2023 (Mha) 

Deforestasi 
pada 2023 

(Mha) 

Perubahan dari 
Nilai Awal (%) 

Penyimpangan 
dari target 2023 (%) 

Global 6.26 4.38 6.37 +2% +45% 

Gambar 2. Deforestasi kawasan tropis antara 2015 dan 2023, dalam jutaan hektare 
(Mha) dan metrik kunci tambahan 

Figure 1. Global deforestation from 2015-23 in million hectares (Mha) 
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membentuk ulang struktur dan fungsi yang menjadi karakter hutan primer. 
Pada 2023, laju global kehilangan hutan primer tropis lembap adalah 38% 
lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk kembali berada di jalur. Namun, 
beberapa negara tropis beranjak maju menuju tujuan menghentikan 
hilangnya hutan primer paling lambat 2030. Namun, kemajuan dunia dalam 
menghentikan hilangnya hutan yang tidak tergantikan ini amat tidak 
memadai. 

Keluasan total hutan global yang dipengaruhi oleh degradasi amat luas. 
Luas hutan yang termasuk dalam kategori integritas ekologis rendahb pada 
2022 – 62 juta hektare – 10 kali lebih besar daripada luas yang mengalami 
deforestasi, dua kali lebih dari keluasan tanah total negara Jerman. Angka ini 
bahkan tidak termasuk hutan yang menjadi lebih terdegradasi tetapi tetap 
berada di dalam kategori integritas yang sama. Degradasi di dalam hutan 
lembap tropis pada 2023 adalah 20 persen di luar jalur untuk memenuhi 
tujuan menghilangkan degradasi paling lambat 2030. Hutan juga menjadi 
lebih terfragmentasi – 18 persen hutan tropis kini dipengaruhi oleh efek tepi 
(edge effects). Namun, tekanan yang ditimbulkan manusia yang 
menyebabkan degradasi tampaknya berkurang. Indeks Integritas Lanskap 
Hutan (Forest Landscape Integrity Index, FLII) memperlihatkan bahwa laju 
hilangnya integritas ekologis melambat secara global, dengan perkecualian 
mencolok di wilayah Asia yang beriklim sedang dan Eropa yang beriklim 
sedang. Hal ini dapat mengisyaratkan bahwa laju degradasi masa depan 
akan berkurang – tetapi, FLII tidak menjelaskan dampak kebakaran hutan 
yang makin intensif, yang dapat menghambat kemajuan dalam mengurangi 
pendorong degradasi yang lain. 

Kebakaran hutan berkaitan secara rumit dengan deforestasi dan degradasi 
hutan. Pola-pola kebakaran yang makin parah adalah bencana buatan 
manusia, bukan gejala alam. Kebakaran yang memburuk menciptakan 
lingkaran setan: kebakaran yang makin intensif menyebabkan degradasi 
yang makin besar, mengurangi ketangguhan hutan dan meningkatkan 
kerentanan terhadap kebakaran hutan. Dinamika ini makin menyulitkan 
untuk menghentikan deforestasi dan degradasi paling lambat 2030. Hal ini 
terutama berlaku dalam ekosistem yang belum berkoevolusi (co-evolved) 

 

b Hal ini mencakup keluasan  yang pindah dari kategori integritas lebih tinggi ke kategori lebih rendah, 

tidak termasuk kawasan dengan skor indeks Integritas Lanskap Hutan (Forest Landscape Integrity 

index, FLII) yang bertambah. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh hilangnya tekanan 

antropogenik yang diamati dan/atau disimpulkan, dengan mengantisipasi regenerasi hutan yang 

dapat terjadi pada masa mendatang. Lebih lanjut, perkiraan ini tidak memasukkan keluasan yang 

mengalami deforestasi permanen. 

dengan pola kebakaran yang makin buruk, seperti hutan lembap tropis 
tempat dampak kebakarannya sangat merusak.  

Di samping itu, pada 2023, lebih dari 1,4 juta hektare hutan hilang dalam 
Kawasan Biodiversitas Utama (Key Biodiversity Area, KBA) berhutanc yaitu 
19 persen lebih tinggi daripada yang seharusnya agar berada di dalam jalur 
untuk menghentikan hilangnya tutupan pohon di KBA berhutan paling 
lambat 2030. Hilangnya tutupan hutan di daerah-daerah ini menghancurkan 
habitat berbagai spesies yang bergantung pada habitat hutan untuk 
kelangsungan hidup atau reproduksinya. 

 

2.2 Kemajuan menuju 
pembangunan dan produksi 
berkelanjutan  

Dengan satu tahun yang tersisa untuk memenuhi tujuan 
sektor swasta untuk menghapus deforestasi dari rantai 
pasokan agrikultur,1 dunia masih jauh dari mencapai target 
ini.  

Produksi komoditas – termasuk ternak dan tanaman agrikultur, serta 
komoditas tambang seperti batu bara, logam, dan mineral – tetap 
merupakan faktor pendorong utama deforestasi dan konversi ekosistem di 
seluruh dunia (Gambar 3). 2 

Tujuh komoditas agrikultur saja telah menyebabkan 57 persen dari semua 
deforestasi antara 2001-18.3  Volume pertambangan dari hutan lembap naik 
dua kali lipat antara 2000-19,4 dengan batu bara mendorong 34 persen 
deforestasi akibat pertambangan yang dapat dikaitkan dengan komoditas 
tertentu dari 2001-19.5 Kebutuhan atas komoditas ini, dan, sebagai akibatnya, 

cKBA adalah situs (site) yang berkontribusi signifikan terhadap kegigihan (persistence) biodiversitas 
global dan diidentifikasikan berdasarkan seperangkat kriteria yang berkaitan dengan ekosistem atau 
spesies yang terancam (threatened) atau terbatas secara geografi, proses biologis, integritas, dan 
ketidaktergantian (irreplaceability) (IUCN, 2022).  KBA berhutan adalah sub-perangkat dari semua KBA 
yang dicirikan berdasarkan tutupan hutan (forest coverage) dan berdasarkan keberadaan dari 
setidaknya satu spesialis hutan (forest specialist) yang memicu kriteria KBA di situs tersebut (Crowe, O. 
dkk, 2023). 
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 tekanan terhadap hutan, tetap tinggi atau terus bertambah. Banyak dari 
permintaan ini didorong oleh negara-negara industri: antara 2020-22, Uni 
Eropa dan China – pasar pengimpor teratas bagi komoditas berisiko hutan – 
bertanggung jawab atas sekitar 40 persen dari semua deforestasi yang 
terwujud dalam perdagangan langsung berbagai komoditas agrikultur.6  Di 
samping itu, terlepas dari tujuan Perjanjian Paris untuk keluar secara 
bertahap dari pembangkit listrik tenaga batu bara paling lambat 20407, 
produksi batu bara global mencapai rekor ketinggian pada 2023. 8 Negara-
negara industri, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, mendorong 
hampir separuh permintaan global yang meningkat terhadap logam dan 
mineral.9 

Berbagai aktivitas berskala kecil juga memiliki dampak signifikan terhadap 
hutan. Agrikultur yang berpindah-pindah (shifting agriculture) 
menyebabkan kehilangan hutan primer seluas 15,8 juta hektare dari 2015-23. 
Meskipun agrikultur yang berpindah dapat dipraktikkan secara 
berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pengelolaan lahan tradisional yang 
rotasional, dampaknya merugikan apabila menyebabkan pembukaan hutan 
primer.10  Pertambangan berskala kecil dan artisanal tetap merupakan 
ancaman signifikan yang terus meningkat terhadap hutan, terutama di 
Amazon11 dan Cekungan Kongo.12 

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal ada di garis depan usaha akar 
rumput untuk memerangi praktik pembangunan dan produksi destruktif, 
melindungi tanah dan lahan mereka dari penyerobotan (incursion) yang 
tidak adil. Pada 2023, 196 pembela lahan dan lingkungan dibunuh, sehingga 
jumlah total korban pembunuhan yang ditelusuri oleh Global Witness sejak 
2012 menjadi 2.01613  orang.  Pertambangan tetapi menjadi sektor yang 
paling berbahaya bagi para pembela. Sebuah tinjauan terhadap berbagai 
kasus lingkungan menemukan bahwa 34 persen dari semua konflik 
melibatkan masyarakat adat, sementara 3 dari 4 konflik disebabkan oleh 
berbagai sektor berisiko hutan – agrikultur dan kehutanan, pertambangan, 
bahan bakar fosil, dan proyek bendungan.14  Pemindahan (displacement) dan 
konflik akibat pertambangan diperkirakan akan makin sering terjadi seiring 
meningkatnya permintaan terhadap mineral dan limbah pertambangan.15 

Usaha perusahaan untuk mengakhiri deforestasi dan konversi dalam rantai 
pasokan agrikultur selama ini belum memadai. Hampir satu perempat 
lembaga keuangan dan perusahaan berisiko tinggi (yaitu yang dinilai oleh 
Forest 500 dalam masing-masing dari 10 penilaian tahunannya) belum 
membuat komitmen untuk menangani deforestasi.16  Bahkan perusahaan 
dan lembaga finansial yang telah membuat komitmen umumnya gagal 

d Pada tanggal 2 Oktober 2024, Komisi Eropa menerbitkan proposal untuk menunda implementasi 
EUDR selama 12 bulan. Pada saat artikel ini ditulis, masih belum jelas apakah proposal ini akan diadopsi 

memenuhinya.17  Di samping itu, transparansi tetap merupakan hambatan 
bagi kemajuan, hanya 21 persen dari perusahaan-perusahaan yang 
melaporkan usaha deforestasi kepada Proyek Pengungkapan Karbon 
(Carbon Disclosure Project, CDP) pada 2023 menyediakan informasi 
komprehensif yang berkualitas tinggi.18 

Namun, sebagian kecil perusahaan yang berada di garda depan dalam 
tindakan rantai pasokan agrikultur membuat kemajuan nyata. Usaha-usaha 
ini akan sangat penting karena Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU 
Deforestation Regulation, EUDR) akan mulai berlaku Desember 2024. d,19  
Kebijakan yang sangat penting ini dapat bersifat transformatif dalam 
mengurangi deforestasi dengan bersikap adil, menerapkan persyaratan uji 
tuntas (due diligence) terhadap berbagai pelaku pasar. Dengan perusahaan-
perusahaan besar berupaya mendapat akses ke pasar tunggal terbesar20  di 
dunia, saatnya sudah tepat untuk memanfaatkan motivasi dan mendorong 
inovasi menyeluruh dalam praktik keberlanjutan dan teknologi keterlusuran 
(traceability technologies), sambil memastikan bahwa produsen skala kecil 
tidak dirugikan dan dikecualikan dari rantai pasokan Eropa 

oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5009  

Gambar 3. Faktor pendorong deforestasi dalam jutaan hektare (Mha) deforestasi (2015-
2023) 
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Sebaliknya, sektor ekstraktif tertinggal dalam hal tindakan hutan. Risiko 
pertambangan terhadap hutan dan biodiversitas kurang diakui, jarang 
ditampilkan dalam penilaian risiko atau target biodiversitas nasional, 21  
bahkan ketika pertambangan terjadi di dalam daerah-daerah yang 
dilindungi. 22 Namun, beberapa langkah pertama pada arah yang benar telah 
dibuat, sebagai contoh, di antara berbagai perusahaan pertambangan yang 
mengungkapkan kepada CDP, porsi komitmen biodiversitas di keseluruhan 
bagian perusahaan meningkat dari 53 persen pada 2021 menjadi 77 persen 
pada 2023. 23 

 

2.3 Kemajuan dalam 
meningkatkan dan 
menghijaukan pembiayaan 
untuk hutan 

Pencapaian tujuan hutan internasional membutuhkan 
investasi substansial dalam melindungi, mengelola secara 
berkelanjutan, dan memulihkan hutan  

Apa yang disebut sebagai pembiayaan “hijau” ini harus dimobilisasikan 

lewat sumber pemerintah dan swasta. Komitmen pembiayaan hutan 

internasional sekarang ini berjumlah sampai US$30,03 miliar (Rp453 triliun) 

antara tahun 2021-25. Sampai Agustus 2024, hanya lebih dari sepertiganya 

yang telah dicairkan. Pencapaian tujuan hutan juga membutuhkan 

pergeseran dari apa yang disebut sebagai pembiayaan kelabu (“gray” 

finance), atau investasi dalam aktivitas yang berpotensi berbahaya.  

Namun, berbagai pemerintah hanya menghabiskan US$2,4 miliar (Rp36 

triliun) per tahun untuk pembiayaan hutan hijau sejak 2010,e,24  

dibandingkan dengan sampai US$1 triliun (Rp15 ribu triliun) per tahun 

dalam pembiayaan kelabu selama periode yang sama.f Pada 2024, 

 

e Jumlah total ini termasuk pembiayaan pembangunan terkait-iklim internasional dan pembiayaan 
REDD+ domestik dan REDD+ internasional. Harap perhatikan bahwa berbagai perkiraan pembiayaan 
tersebut mencakup periode waktu yang berbeda. Pembiayaan pembangunan internasional mencakup 
komitmen bilateral dan multilateral yang dibuat selama periode 2010-2022, sebagaimana yang dicatat 
dalam basis data Statistika Pembiayaan Pembangunan Eksternal (External Development Finance 
Statistics) DAC OECD. REDD+ internasional mencakup kesiapan REDD+ dan komitmen pembiayaan 
implementasi oleh FCPF, GCF, FIP, BioCF, CAFI, UN-REDD, CBFF, dan Dana Amazon antara 2008-2022. 
Data yang diperoleh dari berbagai situs web dana dan dari Climate Funds Update. REDD+ domestik 

diperkirakan subsidi yang berpotensi membahayakan lingkungan senilai 

US$2,6 triliun (Rp39 ribu triliun) per tahun mendorong produksi yang tidak 

berkelanjutan atau konsumsi intensif karbon, menipisnya sumber daya alam, 

atau degradasi ekosistem global.25 Bukan hanya pemerintah: aliran 

pembiayaan kelabu dari sektor swasta ke aktivitas berisiko hutan tetap 

signifikan. Data Forests & Finance memperlihatkan bahwa antara Januari 

2016 dan September 2023, kredit finansial bernilai lebih dari US$307 miliar 

(Rp4.600 triliun) disediakan oleh berbagai bank kepada perusahaan-

perusahaan terbesar yang terlibat dalam pertambangan dan rantai pasokan 

komoditas berisiko hutan.26  Investasi hijau oleh sektor swasta masih kurang 

ditelusuri dan sulit diukur. 

Menyangkut pembiayaan pemerintah untuk hutan, REDD+ tetap 

merupakan pendongkrak yang penting untuk memobilisasi pendanaan. 

Pada 2024, Carbon Fund FCPF melakukan pencairan dana untuk Vietnam, 27 

Pantai Gading,28 dan Laos29  karena telah mencapai Pengurangan Emisi 

(Emission Reductions, ER) lewat berbagai program yurisdiksi REDD+. 

Lembaga Pendanaan sejauh ini telah mengeluarkan US$94 juta (Rp1,4 triliun) 

sebagai pembayaran atas Pengurangan untuk enam negara, dengan total 

pembayaran berjumlah US$327,7 juta (Rp5 triliun) telah direncanakan.30  

Pembiayaan untuk mendukung masyarakat adat, komunitas lokal, dan 

orang-orang keturunan Afrika telah bertambah dalam tahun-tahun terakhir. 

Di antara 2020 dan 2023, pencairan dana bernilai rata-rata US$517 juta (Rp7,8 

triliun) per tahun, 31 kenaikan 36 persen di atas rata-rata empat tahun 

sebelumnya, tetapi pendanaan ini tetap sangat tidak memadai.  Sebagian 

besar (72%) kenaikan ini berasal dari Forest Tenure Funders Group, kelompok 

beranggotakan 25 donatur yang membuat Laporan Donatur Bersama 

tentang Hak Penguasaan Hutan (Forest Tenure Joint Donor Statement) IPLC 

COP26 dan menjanjikan dukungan senilai US$1,7 miliar (Rp25 triliun) antara 

2021-25. 3233 Terlepas dari peningkatan ini, akses langsung masyarat adat, 

komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrikat terhadap pendanaan 

tetap terbatas – meskipun pendanaan langsung adalah sangat penting 

mencakup komitmen pembiayaan REDD+ yang dibuat oleh 16 negara REDD+ yang dianggarkan 
sebagai kontribusi pemerintah. Data diperoleh dari EPRD yang tersedia pada situs web FCPF. 
Perhatikan bahwa berbagai rencana investasi mencakup berbagai periode waktu dan informasi tentang 
implementasi dan kemajuan sejak publikasi tidak tersedia. 
f Nilai atas adalah nilai yang diperkirakan jika data untuk semua negara tersedia. Lihat Damania, 
Richard, dkk (2023). Pengembangan Detoksifikasi: Penggunaan Kembali Subsidi yang Berbahaya 
Secara Lingkungan. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1916-2. 
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dalam menangani ketidaksetaraan pendanaan historis dan dalam 

memungkinkan pendanaan yang selaras dengan prioritas mereka. Sebuah 

analisis yang dilakukan pada 2024 terhadap hibah filantropis menemukan 

bahwa selama 2016-20, hanya 0,6 persen dari hibah tersebut 

menguntungkan masyarakat adat dan hanya 0,3 persen diterima oleh 

pemerintah adat, kawasan otonom, dan organisasi masyarakat adat. 3435 

Model pembiayaan tradisional dari atas ke bawah yang dikelola oleh pelaku 

pemerintah atau swasta sering membatasi kemampuan masyarakat adat 

dan komunitas lokal untuk mengakses dana atau menggunakannya selaras 

dengan prioritas mereka. Berbagai mekanisme pendanaan baru yang 

berbasis masyarakat adat dan komunitas lokal muncul dan menjadikan para 

pemangku kepentingan ini sebagai mitra dan bukan sekadar penerima dana 

dalam penerapan pembiayaan hutan.36   

Pada sektor swasta, kemajuan dalam perlindungan terhadap hutan dari 
berbagai konsekuensi negatif investasi tetap tidak memadai. Sebuah 
penilaian yang dilakukan oleh Global Canopy pada 2023 menemukan bahwa 
satu dari empat perusahaan dan lembaga keuangan yang paling terpapar 
risiko deforestasi dalam rantai pasokan dan investasi mereka tidak memiliki 
satu pun komitmen untuk menangani deforestasi.37 Meskipun hal ini adalah 
pengurangan nyata dibandingkan penilaian tahun-tahun sebelumnya,38 
daftar perusahaan dan lembaga keuangan yang tetap tidak memiliki 
komitmen tersebut termasuk sebagian dari perusahaan makanan, minuman, 
pakaian, dan investasi terbesar di dunia. 

Pembiayaan berbasis pasar (market-based finance) – seperti proyek karbon 
berbasis hutan – terus menuai kontroversi. Pengawasan terhadap kualitas 
kredit karbon berbasis hutan terus membentuk permintaan;  2023 dan 
2024, kredit REDD+ kehilangan 62 persen nilainya, dengan volume transaksi 
turun 51 persen dan harga turun sebesar 23 persen.g 39,40 Pasar baru bagi 
REDD+ yurisdiksi (JREDD+) muncul, misalnya Kosta Rika dan Ghana 
menandatangani perjanjian untuk menyampaikan kredit terverifikasi ART-
TREES kepada pembeli Koalisi LEAF.41 Suriname, Honduras, dan Belize baru-
baru ini telah menjadikan kredit JREDD+ berdaulat tersedia sebagai Hasil 
Mitigasi yang Ditransfer Secara Internasional (Internationally Transferred 
Mitigation Outcomes, ITMO) dalam Pasal 6. 

 

g Penurunan ini terutama disebabkan oleh gelombang liputan media negatif terhadap REDD+ pada 
2023, setelah hasil dari suatu riset yang dipublikasi secara luas tentang pemilihan proyek-proyek 
REDD+. Lihat, sebagai contoh, Greenfield, P. (18 Januari 2023). Terungkap: analisis memperlihatkan 
bahwa lebih dari 90% pengimbangan karbon hutan hujan (rainforest carbon offsets) oleh lembaga 

2.4 Kemajuan dalam 
meningkatkan tata kelola dan 
hak hutan 

Tata kelola hutan yang efektif menbutuhkan kerangka 
hukum dan kebijakan yang jelas dan dapat ditegakkan yang 
memastikan partisipasi inklusif, menjadikan pemerintah 
bertanggung jawab, dan mempromosikan tujuan-tujuan 
bersama seperti perlindungan hutan dan keamanan 
penguasaan lahan. Meskipun ada kemajuan di beberapa 
wilayah, pelanggaran hak dan tata kelola yang buruk masih 
terjadi di banyak daerah. 

Pada satu sisi, terdapat beberapa kemajuan positif dalam tata kelola hutan 
tahun lalu. Jumlah kawasan yang dilindungi sudah bertambah, mencapai 
302.934 secara global sampai Agustus 2024,42 dengan daerah-daerah baru 
dibentuk di negara-negara seperti Jepang,43 Bhutan,44 dan Brasil.45 Usaha-
usaha untuk memperkuat undang-undang perlindungan hutan mengalami 
kemajuan di kawasan seperti Uni Eropa, dengan Undang-Undang Pemulihan 
Alam pada Juni 202446 dan perundang-undangan perencanaan 
penggunaan-lahan pertama DRC diloloskan pada Desember 2023.47,48 
Berbagai tindakan dari sisi permintaan, terutama di Uni Eropa, juga 
mengalami kemajuan dengan penerapan EUDR dan Pedoman Uji Tuntas 
Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, 
CSDDD). Peraturan untuk melaksanakan Komoditas Berisiko Hutan Inggris 
Raya (United Kingdom’s UK Forest Risk Commodity Regulation, UKFRC) 
sedang dalam tahap pengembangan. Penegakan hukum hutan mengalami 
peningkatan di beberapa negara, termasuk Brasil,49  Kolombia,50 Amerika 
Serikat,51  Australia,52  dan Portugal,53 sementara kerja sama internasional 
mengalami kemajuan dengan, perluasan Aliansi Kejahatan Alam (Nature 
Crime Alliance). 54,55,56,57 Lebih lanjut pendanaan bagi hak penguasaan lahan 
masyarakat adat dan komunitas lokal telah bertambah, dan aturan hukum 
baru-baru ini di Ekuador,58,59 Indonesia,60  dan Kanada61  memberikan 
beberapa langkah maju menuju penjaminan hak-hak lahan untuk 
kelompok-kelompok ini.   

sertifikasi tidak ada nilainya. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-
provider-worthless-verra-aoe. 
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Namun, tetap terdapat berbagai tantangan signifikan dalam tata kelola 
hutan global. Sebagai contoh, kritik telah dilontarkan terhadap regulasi sisi 
permintaan, yang menurut pendapat beberapa pihak terlalu bersifat 
menghukum dan mengabaikan faktor lokal. 62,63 Kemunduran dalam 
undang-undang perlindungan hutan juga terlihat jelas, dengan melemahnya 
berbagai regulasi di India, 64 definisi degradasi hutan yang dilonggarkan di 
Kanada, 65,66 dan tantangan dalam penerapan tata kelola hutan di Eropa. 
Pengakuan terhadap hak penguasaan tanah masyarakat adat dan 
komunitas lokal tetap terlalu lambat dalam menghadapi pelanggaran 
teritorial oleh berbagai aktivitas infrastruktur, agrikultur, dan ekstraktif, serta 
oleh proyek mitigasi perubahan iklim dan konservasi.67  Bahkan di negara-
negara tempat beberapa komunitas mengklaim hak atas tanah, prosesnya 
sering merepotkan dan terbatas, seperti yang diperlihatkan oleh contoh 
baru-baru ini dari Kamboja, India, Nepal, Filipina, dan Guyana.68  
Penggusuran baru-baru ini di Tanzania, 69,70 perambahan terencana terhadap 
berbagai wilayah teritorial masyarakat adat di Kamboja71 dan melemahnya 
hak persetujuan sebelumnya yang bebas dan terinformasi (free, prior, and 
informed consent, FPIC) di Nepal dan India72 lebih lanjut menggambarkan 
kesulitan dalam mencapai tata kelola hutan yang adil.  

Dengan peralihan politik penting yang kemungkinan besar akan terjadi di 
seluruh dunia, potensinya untuk memajukan atau membahayakan tujuan 
hutan global sangat besar. Dua negara dengan tingkat kehilangan hutan 
primer akan mengalami peralihan politik tahun depan, Indonesia akan 
mengambil sumpah presiden baru pada Oktober 2024, sementara Bolivia 
akan mengadakan pemilihan umum nasional pada 2025. Untuk Uni Eropa 
dan Amerika Serikat, dua di antara konsumen terbesar produk berisiko 
hutan, 2024 juga merupakan tahun dengan pergeseran politik besar. Hasil 
berbagai pemilihan umum di Eropa pada Juni 2023 dapat memengaruhi 
penerapan Kesepakatan Hijau baru Eropa (European Green New Deal) dan 
pemilihan umum tingkat federal November 2024 di Amerika Serikat 
mungkin akan menghasilkan berbagai konsekuensi global untuk iklim, lebih 
dari sekadar menentukan nasib proposal perundang-undangan uji tuntas 
deforestasi, Undang-Undang Perhutanan Amerika Serikat (US Forest Act).73  

3. Rekomendasi 
Kesejahteraan dan perlindungan hutan tidak terpisahkan 
dari satu sama lain. Terdapat jalur alternatif dan pilihan ada 
di tangan kita untuk membuatnya. Kita memiliki kapasitas 
untuk menopang kehidupan manusia dan mendorong 
perkembangannya tanpa menghancurkan dan 
mendegradasikan ekosistem alam.  

Pada tingkat global, kita tidak perlu memperluas lahan pertanian ke dalam 
ekosistem alam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Dari 2000-21, produksi 
tanaman panen dan daging meningkat sebesar lebih dari 50 persen,74 
sementara pada periode yang sama populasi dunia meningkat hanya 29 
persen.75 Kita sudah memiliki lebih dari cukup makanan untuk memasok 
kebutuhan kalori dunia. Kelaparan akut adalah persoalan distribusi, bukan 
produksi.76   

Meskipun beberapa dampak hutan mungkin tidak terelakkan, kita tidak 
perlu menghancurkan hutan secara ceroboh atau membahayakan 
keselamatan komunitas untuk memenuhi permintaan terhadap komoditas 
yang ditambang. Peralihan energi terbarukan menawarkan kesempatan 
untuk mengurangi kebergantungan kita pada pembangkit listrik tenaga 
batu bara dan pada gilirannya mengurangi pertambangan batu bara, salah 
satu pendorong utama deforestasi. Dengan demikian, pergeseran ke energi 
terbarukan juga membawa berbagai dampak signifikan terhadap hutan 
lewat penambangan berbagai mineral kritis, dan dampak-dampak ini harus 
diakui dan dimitigasikan. Namun, tidak seperti batu bara, setelah ditambang, 
mineral-mineral kritis dapat digunakan ulang selama belasan tahun atau 
lebih,77 selama kita membuat sistem untuk pemulihan dan daur ulangnya.78 
Berbagai dampak berbahaya pertambangan itu sendiri dapat dikurangi 
secara signifikan dengan pendekatan yang tepat, dari menghindari daerah 
bernilai konservasi tinggi, mengurangi jejak (footprint) operasi 
pertambangan dan memulihkan daerah yang dipengaruhi, sampai 
menghargai hak dan wilayah teritorial masyarakat adat dan komunitas lokal 
di dalam lahan tempat deposit berbagai mineral tersebut berada.79 

Yang paling utama, kita harus memikirkan kembali hubungan mendasar kita 
dengan konsumsi. Mengganti sistem yang intensif sumber daya dengan 
sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan—seperti mengganti, 
pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, 
kendaraan berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik— haruslah 
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dilaksanakan, tetapi itu saja belum mencukupi. Selain metode penggunaan 
sumber daya yang lebih berkelanjutan, kita perlu mempertimbangkan dan 
mengadopsi dengan cepat model-model konsumsi itu sendiri, seperti 
sirkularitas (bukan jalur linier dari produksi sampai limbah), solusi 
transportasi umum dan bersama (bukan kendaraan individual) dan 
pengurangan keseluruhan permintaan secara bijaksana, diselaraskan 
dengan peralihan yang adil dan setara.  

Ultimately, we must rethink our fundamental relationship with 
consumption. Swapping resource-intensive systems with more efficient and 
sustainable ones – such as replacing fossil fuel power with renewable energy, 
gas-powered vehicles with EVs, and inefficient buildings with sustainable 
ones – must be done with the utmost urgency but will not be enough on its 
own. In addition to new, more sustainable methods of resource use, we need 
to consider and rapidly adopt alternative models of consumption itself, such 
as circularity (rather than linear production-to-waste pipelines), shared and 
public transport solutions (rather than individual vehicles), and mindful 
reductions in overall demand, aligned with a just and equitable transition.  

Dengan dunia berada di luar jalur untuk menghentikan degradasi dan 
kehilangan hutan paling lambat 2030, semua pelaku dan sektor harus 
bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun 
mendatang. Kurang dari enam tahun tersisa sampai akhir dasawarsa yang 
kritis ini. Oleh karena itu, tindakan segera untuk melindungi hutan adalah 
sangat penting. Para pemimpin dunia dapat dan harus memenuhi tujuan 
2039 yang ambisius mereka, selama mereka:  

• Mengakui nilai sebenar hutan dan ekosistem lain dan 
merestrukturisasikan perencanaan ekonomi mereka berdasarkan 
pengakuan tersebut. Para pemimpin harus mempertimbangkan 
dengan cermat pilihan (tradeoff) antara hutan dan tujuan 
pembangunan berkelanjutan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
sukar: Siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari 
pembukaan dan eksploitasi hutan? Apakah deforestasi untuk 
pertambangan atau eksploitasi lain adalah tindakan terbaik untuk 
pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, atau hal tersebut 
hanya berkontribusi terhadap perolehan sedikit yang dangkal dalam 
jangka pendek? Bagaimanakah risiko bagi hutan atau ekosistem lain 
dihindari dan dimitigasi, walaupun ia bermaksud pengurangan 
keuntungan? 

• Menerapkan pergeseran radikal dari paradigma eksploitasi yang tidak 
berkelanjutan dan ketidaksetaraan yang mengakar begitu mendalam 
dalam masyarakat kita. Dunia tidak dapat menanggung eksploitasi dan 

penghancuran “bisnis-seperti-biasa” olehnya terhadap hutan. 
Transformasi yang radikal terhadap jalur pembangunan, aliran 
pembiayaan, dan penegakan serta efektivitas tata kelola akan 
dibutuhkan untuk menggeser lintasan dunia untuk mencapai tujuan-
tujuan hutan 2030 tersebut. Para pemimpin harus memanfaatkan 
kekuatan inovasi manusia di berbagai bidang untuk mengembangkan 
model-model alternatif secara bersama-sama demi keuntungan semua.  

• Membangun lingkungan regulasi dan fiskal yang mewajibkan tindakan, 
pengungkapan, dan akuntabilitas sektor swasta bagi hutan dan 
ekosistem asli lain, dan yang pada masa sama menginsentifkan 
perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan pemulihan hutan. Sudah 
saatnya untuk melangkah lebih lanjut dan menambahkan mandat 
pemerintah pada berbagai inisiatif sukarela sebagai jawaban. Mandat 
pemerintah, di samping investasi lingkungan yang memungkinkan 
untuk memastikan kepatuhan perusahaan, harus menciptakan insentif 
yang diperlukan bagi sektor swasta untuk mengadopsi praktik-praktik 
terbaik. Pemerintah harus menggunakan kembali subsidi yang 
merugikan dengan cara yang efektif, 80 adil, dan setara, mengatur sektor 
finansial, dan meningkatkan pembiayaan bagi hutan secara signifikan. 
Secara khusus, mereka harus memprioritaskan pengembangan 
kapasitas dan menyalurkan pendanaan ke mekanisme yang mendanai 
masyarakat adat dan komunitas lokal serta pelaku lokal lainnya secara 
langsung.  

• Mengadopsi pendekatan ulet dan komprehensif berbasis hak terhadap 
perlindungan, konservasi, dan restorasi hutan yang memprioritaskan 
tata kelola inklusif dan partisipatif agar bertahan melewati berbagai 
pergeseran politik. Pemerintah harus mengakui dan menegakkan hak 
asasi manusia, dan khususnya hak-hak masyarakat adat atas tanah, 
wilayah teritorial, dan sumber daya mereka. Mereka harus mendukung 
solusi yang dipimpin oleh masyarakat adat dan komunitas untuk 
pengelolaan lahan berkelanjutan seraya menangani ketidakadilan 
historis 

• Melangkah maju untuk menangani deforestasi dan konversi hutan 
sebagai masalah global bersama. Semua negara yang mengimpor 
komoditas berisiko hutan perlu mengambil tanggung jawab yang 
sepadan dengan jejak mereka, termasuk dalam rencana iklim nasional 
mereka. Pemerintah harus menganut semangat kemitraan, memastikan 
bahwa bantuan teknis dan keuangan dilakukan secara setara, 
disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas negara penerima. Negara-
negara industri harus menambah pembiayaan untuk negara-negara 

9



R I N G K A S A N  U N T U K  P E M B U A T  K E B I J A K A N  

maju, dengan mengakui bahwa kedua pihak sama-sama bertanggung 
jawab tetapi dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, semua 
pihak harus menyadari bahwa penghentian deforestasi dan degradasi 
terkait erat dengan nasib ekosistem darat lainnya. Konversi padang 
rumput alami, misalnya, semakin cepat terjadi di daerah-daerah seperti 
Cerrado, Pampas, dan Dataran Besar Amerika Utara untuk 
mengakomodasi perluasan produksi pertanian dan peternakan. Upaya 
untuk mencegah semua konversi ekosistem alami harus ditangani 
secara holistik. 

• Bertindak menurut realitas baru perubahan iklim yang di dalamnya
kebakaran hutan menjadi lebih sering dan intens, dan degradasi terus
menjadi ancaman bagi hutan di seluruh dunia. Penggunaan dan
penyalaan api perlu dikelola dengan hati-hati, sembari meningkatkan
investasi pada sistem untuk mendeteksi dan memerangi kebakaran
hutan ketika terjadi. Pada saat yang sama, ekosistem harus dilestarikan
dan dipulihkan untuk membangun ketahanannya terhadap kebakaran
hutan. Dan untuk meningkatkan kejelasan mengenai peran kebakaran
hutan dalam perubahan iklim, negara-negara harus
memperhitungkannya secara penuh dan transparan dalam pelaporan
resmi gas rumah kaca.

• Para pemimpin juga harus memprioritaskan investasi dalam restorasi,
dengan merangkul potensi regenerasi alami yang dibantu, di samping
kegiatan restorasi pelengkap yang bertujuan untuk meningkatkan
tutupan hutan dan meningkatkan penggunaan tutupan pohon di
dalam lanskap yang produktif dan multifungsi. Intervensi restorasi
harus ditingkatkan untuk mengatasi degradasi hutan di seluruh dunia
dan membangun bioekonomi regeneratif yang mendukung mata
pencaharian pedesaan. Dalam beberapa kasus, para pemimpin harus
secara serius mempertanyakan fokus produktif kehutanan, terutama di
daerah-daerah di mana fokus pada konservasi keanekaragaman hayati,
memulihkan integritas ekologi, atau mendukung tujuan iklim mungkin
lebih tepat.

• Memastikan transparansi penuh dalam penerapan komitmen hutan,
sehingga kemajuan dapat ditelusuri dan para pihak yang berkomitmen
bertanggung jawab. Para pendukung dan penanda tangan komitmen
kehutanan harus menetap tonggak sementara yang jelas dan strategi

yang tersedia bagi publik untuk menyelaraskan prioritas ekonomi dan 
pembangunan mereka dengan hutan. Tanpa data yang akurat dan 
mutakhir, kita tidak dapat memperoleh gambaran lengkap berbagai 
usaha untuk mencapai tujuan-tujuan hutan yang sedang berlangsung di 
seluruh dunia. 

Ketika negara-negara berhasil melindungi hutan, negara-negara harus 
mempertahankan berbagai usaha. Melindungi hutan bukan merupakan 
pencapaian sekali waktu. Kita harus merayakan kemenangan, namun 
penting bagi negara-negara untuk tetap waspada dan berkomitmen 
meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan hutan, 
memastikan bahwa keberhasilan kita – bukan kegagalan kita – yang 
bertambah.  

Kita tidak bisa mempertahankan pola “bisnis seperti biasa” dalam 
pengelolaan hutan, dan kita juga tidak boleh begitu saja mengganti model 
pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan dengan alternatif 
“hijau” yang sama-sama ekstraktif.  Jalan yang harus ditempuh ke depan 
mungkin penuh tantangan, tetapi dapat dicapai: kita memerlukan 
transformasi radikal dalam cara kita menyikapi konsumsi, pembangunan, 
dan menjaga hutan dunia.  
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